REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

Proyek / PPK : JONNY MUSLIM, ST, MT
No. Paket Kontrak
Nama Paket : Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin-Kurai Taji (P.028)

Prop / Kab / Kodya : Prov. Sumatera Barat / Kab. Padang Pariaman

No. Divisi Uraian

Jumlah Harga
Pekerjaan
(Rupiah)

Umum

Drainase

Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik

Pekerjaan Preventif

Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen

Perkerasan Aspal

Struktur

Rehabilitasi Jembatan
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Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain

N
o

Pekerjaan Pemeliharaan

(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )

(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 11% x (A)

(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)

Terbilang: NIHIL

Padang, Januari 2024

Disusun oleh
e abat Pembuat Komitmen
QPTAKARY,

4 044/ .

SUB. KEGIATAN
REHABILITASI JALAN




SUMATERA BARAT

L

——
e

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

= =
< SPESIFIKASI UMUM 2018
PPK : JONNY MUSLIM, ST, MT
No. Paket Kontrak :
Nama Paket : Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin-Kurai Taji (P.028)
Prop/Kab/Kodya . proy, Sumatera Barat / Kab. Padang Pariaman
. . " Harga Satuan Harga Satuan + |Jumlah Harga-Harga
No. Mata Pembayaran Uraian Satuan Perkiraan Kuantitas (Rupiah) PPN 11% (Rupiah) (Rupiah)
a b [4 d e f=(ex11%) g=(dxf)
DIVISI 1. UMUM
12 T
1.2 Mobilisasi LS 1.00 - -
1.20 P jian Tanah
SKh-1.1.22 Penerapan SMKK
1 Penyiap penerapan SMKK
SKh-1.1.22.(1a) Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1.00 - -
SKh-1.1.22.(1b) Pembuatan prosedur dan instruksi keria Set 1.00 - -
SKh-1.1.22.(1c) Penyusunan pelaporan penerapan SMKK Set 1.00 - -
2 Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan
SKh-1.1.22.(2b) Pengarahan K 1 Konstruksi (Safety Briefing) . Orang 20.00 - -
1) Bekerja di ketinggian
2) Penggunaan bahan kimia (MSDS)
3) Analisis k 1 pekeriaan
4)  Perilaku berbasis kesel (Budaya berkeselamatan konstruksi)
5) P3K
3 Alat Pelind Kerja dan Alat Pelindi Diri
3a APK
SKh-1.1.22(3a5) Pembatas Area (Restricted Area) Rol 10.00 - -
3b APD
SKh-1.1.22.(3b1) Topi pelindung (Safety helmet) Buah 10.00 - -
SKh-1.1.22.(3b2) Pelindung mata (Goggles, Spectacles) Buah 10.00 - -
SKh-1.1.22.(3b7) Sarung tangan (Safety gloves) Pasang 10.00 - -
SKh-1.1.22.(3b8) Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap) Pasang 10.00 - -
SKh-1.1.22.(3b11) Rompi kesel (Safety vest) Buah 10.00 - -
4 A i dan Perizinan terkait K Konstruksi
5 Personil Ki Konstruksi
SKh-1.1.22.(5b) Ahli K3 Konstruksi / ahli keselamatan konstruksi Orang 3.00 -
SKh-1.1.22.(5h) Petugas pengatur lalu lintas Orang 3.00 - -
6 Fasilitas sarana, pr dan alat kesehat
7 Rambu dan Perlengk lalu lintas yang diperlukan untuk lalu lintas
SKh-1.1.22.(7a) Rambu petunjuk Buah 10.00 - -
SKh-1.1.22.(7c) Rambu peringatan Buah 10.00 - -
SKh-1.1.22.(7e) Rambu informasi Buah 10.00 - -
SKh-1.1.22.(7f) Rambu pekerjaan sementara Buah 4.00 - -
SKh-1.1.22.(7h) Kerucut lalu lintas (traffic cone) Buah 5.00 - -
SKh-1.1.22.(7i) Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick) Buah 2.00 - -
Alat dali pemakaian jalan
Alat kai jalan a -
8 K i dengan Ahli terkait K Konstruksi
9 Kegiatan dan peralatan terkait P jalian Risiko Kesel: Konstruksi
SKh-1.1.22.(9a1) Alat pemadam api ringan (APAR) Buah 1.00 - -
SKh-1.1.22.(9a4) Bendera K3 Buah 1.00 - -
SKh-1.1.22.(9a5) Pembuatan Kartu Identitas Pekeria (KIP) Buah 20.00 - -
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -
DIVISI 2. DRAINASE
21.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air W 161.00 - -
22(1) Pasangan Batu dengan Mortar M 20.00 - -
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
3.1.09 Galian Perkerasan berbutir W 60.00 - -
3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian M 60.00 - -
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -
DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)



jackpasaman@hotmail.com
Typewritten text
161.00

jackpasaman@hotmail.com
Typewritten text
20.00


Harga Satuan

Harga Satuan +

Jumlah Harga-Harga

No. Mata Pembayaran Uraian Satuan Perkiraan Kuantitas (Rupiah) PPN 11% (Rupiah) (Rupiah)
a b c d e f=(ex11%) g=(dxf)
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 450.00 - -
6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 173.00 - -
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 12.00 - -
6.3.(8) Bahan anti pengelupasan Kg 22.00 - -
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -
DIVISI 7. STRUKTUR
7.1(7a) Beton struktur, fc’20 Mpa M 10.00 - -
71(8) Beton, fc' 15 Mpa W 90.00 - -
73(1) Baja Tulangan Polos-BjTP 280 Kg 200.00 - -
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -
DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
9.1.(1) Mandor Jam 21.00 - -
9.1.(2) Pekerija Biasa Jam 63.00 - -
9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik W 95.00 - -

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)

DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)



jackpasaman@hotmail.com
Typewritten text
173.00

jackpasaman@hotmail.com
Typewritten text
95.00


ITEM PEMBAYARAN NO. 1.2

JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = %
Lembar 1.2-1
HARGA JUMLAH
No. URAIAN SATUAN VOL. SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
A. Sewa Tanah M2 - -
B. PERALATAN
Periksa lembar 1.2-2 -
C. Kantor Lapangan dan Fasilitas -
1 Base Camp Ls 1.00 0
2 Kantor Ls 1.00 0
3 Barak Ls 1.00 0
4 Bengkel Ls 1.00 0
5 Gudang, dan lain-lain Ls 1.00 0
B

D. MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM -
. Laboratory Building
1 Ruang Laboratorium (sesuai Gambar) m2 - -

1. Soil & Aggregate Testing Ls - -
Compaction Test

CBR Test

Specific Gravity

Atterberg Limits

Grain Size Analysis

Field Density Test by Sand Cone Methode
Moisture Content

Abrasion of Aggregate by Los Angeles Machine
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Bituminous Testing Ls - -
Marshall Asphalt Test

Extraction Test, Centrifuge/Refflux Method
Specific Gravity for Coarse Aggregate
Specific Gravity for Fine Aggregate

Mix Air Viod Content (Accurate Method)
Core Drill

Metal Thermometer

Accessories and Tolls

Penetration Test

Softening Point

Refusal Density Compactor
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Concrete Testing Ls - -
Slump Cone

Cylinder/Cube Mould for Compressive Strength
Beam Mould for Flexural Strength (RIGID)
Crushing Machine

V. Pendukung (Periksa Fasilitas Laboratorium) Ls - -
Mobil Pick Up
Komputer + Printer
Furniture
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VI Operasional (Periksa Fasilitas Laboratorium)

VII. Test Luar Ls - -
Test Luar, sesuai kebutuhan atau atas
perintah Pengawas Pekerjaan




E. METODA KONSTRUKSI LS -

F. MOBILISASI PERSONIL

F.l. Personil Sesuai Struktur Organisasi LS -
1 GS
2 Tenaga Ahli Jalan
3| Tenaga Ahli Jembatan
S
5
6 .
F.Il. Personi Lainnya Set -
1 Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
2 Manajer Kendal Mutu e
3 plank proyek buah 2
N
5 o
6 .
F. Manajemen dan Keselamatan lalu lintas LS
G. DEMOBILISASI LS 0.30

Total Biaya Mobilisasi

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba
serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.



ITEM PEMBAYARAN NO. 1.2

JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
Lembar 1.2-2
JUMLAH
No. JENIS ALAT KODE ALAT | SATUAN VOL. HARGA
(Rp.)
B. PERALATAN
1 ASPHALT FINISHER E02 Unit 1.00 -
2 ASPHALT DISTRIBUTOR EO3 Unit 1.00 -
3 COMPRESSOR 4000-6500 L\M EO5 Unit 1.00 -
4 CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 E06 Unit 1.00 -
5 DUMP TRUCK 3 - 4 M3 E08 Unit 2.00 -
6 DUMP TRUCK 6-8 M3 E09 Unit 4.00 -
7 GENERATOR SET E12 Unit 1.00 -
8 MOTOR GRADER >100 HP E13 Unit 1.00 -
9 TANDEM ROLLER 6-8 T. E17 Unit 1.00 -
10 TIRE ROLLER 8-10 T. E18 Unit 2.00 -
11 CONCRETE VIBRATOR E20 Unit 2.00 -
12 WATER PUMP 70-100 mm E22 Unit 1.00 -
13 WATER TANKER 3000-4500 L. E23 Unit 1.00 -
14 TAMPER E25 Unit 1.00 -
15 JACK HAMMER E26 Unit 1.00 -
16 CONCRETE MIXER (350) E47 Unit 2.00 -
17 TRUK MIXER (AGITATOR) E49 Unit 2.00 -
18 CONCRETE CUTTER 130 feet/mnt E76 Unit 1.00 -
19 FLAT BED TRUCK 10 TON WITH CRAN E93 Unit 1.00 -

Total untuk Item B pada Lembar 1




HARGA DASAR SATUAN UPAH

HARGA HARGA
No. URAIAN KODE | SATUAN | YG DIGUNAKAN SATUAN KETERANGAN
(Rp.) (Rp.)
1 Pekerja (LO1) Jam Sesuai dengan peraturan
2 Tukang (L02) Jam dan ketentuan yang
3 Mandor (LO3) Jam berlaku
4 Operator (LO4) Jam (Perpres yg berlaku)
5 Pembantu Operator (LO5) Jam
6 Sopir / Driver (LOB) Jam
7 Pembantu Sopir / Driver (LO7) Jam
8 Mekanik (LO8) Jam
9 Pembantu Mekanik (L09) Jam
10 Kepala Tukang (L10) Jam




DAFTAR

HARGA DASAR SATUAN BAHAN

HARGA
No. URAIAN KODE | SATUAN SATUAN KETERANGAN
(Rp.)
1 Pasir Pasang (Sedang) MO1b M3 Base Camp/Lokasi Pek
2 Pasir Beton (Kasar) MO1a M3 Base Camp
3 Pasir Halus (untuk HRS) MO1c M3 Base Camp
4 Pasir Urug (ada unsur lempung) MO1d M3 Base Camp/Lokasi PeK
5 Batu Kali M02 M3 Lokasi Pekerjaan
6 Agregat Pecah Kasar MO03 M3 Base Camp
7 Agg. Halus LP A M04 M3 Base Camp
8 Agregat Lolos # 1" M38 M3 Base Camp
9 Lolos screen1 ukuran (0 - 5) M89a M3 Base Camp
10 Lolos screen2 ukuran (0 - 5) M89b M3 Base Camp
1 Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5) M89c M3 Base Camp
12 Lolos screen2 ukuran ( 9.5 - 19,0) M89d M3 Base Camp
13 Filler (nonsemen) (limestone dust, kapur padam, dolomit, fly ash) M05 Kg Proses/Base Camp
14 Batu Belah / Kerakal MO06 M3 Lokasi Pekerjaan
15 Gravel MO07 M3 Base Camp
16 Bahan Tanah Timbunan M08 M3 Quarry
17 Bahan Pilihan M09 M3 Lokasi Pekerjaan
18 Aspal M10 Kg Base Camp
19 Kerosen / Minyak Tanah M11 LITER Base Camp
20 Semen /PC (50kg) - Zak zak 50 kg
21 Semen/PC (kg) M12 Kg
22 Besi Beton M13 Kg Lokasi Pekerjaan
23 Kawat Beton M14 Kg Lokasi Pekerjaan
24 Kawat Bronjong M15 Kg Lokasi Pekerjaan
25 Sirtu M16 M3 Lokasi Pekerjaan
26 Sirtu@d<PI<10;LL<35%) M3
27 Sirtu(@d<Pl<15;LL<35%) M3
28 Batu Brojol (untuk bronjong) M3 Lokasi Pekerjaan
29 Cat Marka (Non Thermoplas) M17a Kg Lokasi Pekerjaan
30 Cat Marka (Thermoplastic) M17b Kg Lokasi Pekerjaan
31 Rosin Ester Kg Lokasi Pekerjaan
31 Paku M18 Kg Lokasi Pekerjaan
32 ) Kg Lokasi Pekerjaan
33 Kayu Perancah M19 M3 Lokasi Pekerjaan
34 Bensin M20 LITER Pertamina
35 Solar/dexlite M21 LITER Pertamina
36 Minyak Pelumas / Oli M22 LITER Pertamina
37 Plastik Filter M23 M2 Lokasi Pekerjaan
38 Plastik cor (hitam) M2 Lokasi Pekerjaan
39 Agr. Kelas A (analisis) M26 M3 Base Camp
40 Agr. Kelas B (analisis) M27 M3 Base Camp
Arg. Kelas S (analisis) M29 M3 Base Camp
Lapis Drainase (analisis) M3 Base Camp
Bahan Landasan M3 Lokasi Pekerjaan
Geotextile M30 M2 Lokasi Pekerjaan
Aspal Emulsi M31 Kg Base Camp
Gebalan Rumput M32 M2 Lokasi Pekerjaan
Thinner M33 LITER Lokasi Pekerjaan
Glass Bead M34 Kg Lokasi Pekerjaan
Pelat Rambu (Eng. Grade) M35a BH Lokasi Pekerjaan
Pelat Rambu (High |. Grade) M35b BH Lokasi Pekerjaan
Rambu jalan bahan composit uk. 60x60 BH
Rel Pengaman (Guardrail) M36 M' Lokasi Pekerjaan
1 Baja Tulangan (Polos) U24 M39a Kg Lokasi Pekerjaan
2 Baja Tulangan (Ulir) D32 M39b Kg Lokasi Pekerjaan
3 Baja Tulangan (Ulir) D39 M39c Kg Lokasi Pekerjaan
4 Baja Tulangan (Ulir) D48 M39d Kg Lokasi Pekerjaan
5 Baja Tulangan/besi beton M57a Kg Lokasi Pekerjaan
6 Baja Tulangan Polos BjTP 280 Kg Lokasi Pekerjaan
7 Baja Tulangan Sirip BjTS 280 Kg Lokasi Pekerjaan
8 Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg Lokasi Pekerjaan
9 Baja Tulangan Sirip BjTS 420B Kg Lokasi Pekerjaan
10 Baja Tulangan Sirip BjTS 520 Kg
1 Baja Tulangan Sirip BjTS 550 Kg
12 Baja Tulangan Sirip BjTS 700 Kg
13 Baja Bergelombang M46 Kg Lokasi Pekerjaan
armco d 1500 x 3.5 mm (tebal) Kg
armco d 1200 x 3.5 mm (tebal) Kg
armco d 1000 x 3.5 mm (tebal) Kg
14 Baja Struktur M48 Kg Pelabuhan terdekat
15 Baja Rangka Jembatan
16 Tiang Pancang Baja M49 M' Lokasi Pekerjaan
17 Tiang Pancang Beton Pratekan M50 M3 Pelabuhan terdekat
18 Pipa Baja M52 Kg Pelabuhan terdekat
19 Baja Prategang M56 Kg Base Camp
Baja profil IWF Ex.Jepang Kg
Baja profil IWF Ex. DN SNI Kg
Baja profil INP Kg




Baja Siku Kg

Besi Strip Kg
20 Beton Fc' 10 MPa M47 M3 Lokasi Pekerjaan
21 Beton Struktur Fc' 15 MPa M60 M3 Lokasi Pekerjaan
22 Beton Struktur fc' 20 MPa M186 M4 Lokasi Pekerjaan
23 Beton Struktur Fc' 25 Mpa M37 M3 Lokasi Pekerjaan
24 Beton Struktur Fc' 30 MPa M59 M3 Lokasi Pekerjaan
25 Beton Struktur Fc' 35 MPa M72 M3 Lokasi Pekerjaan
26 Beton Struktur Fc' 40 MPa M69 M3 Lokasi Pekerjaan
27 Beton Struktur fc' 45 MPa M185 M3 Lokasi Pekerjaan
28 Beton Struktur Fc' 50 MPa M68 M3 Lokasi Pekerjaan
29 Mortar 1:3 M3 Lokasi Pekerjaan
30 Mortar 1:4 M3 Lokasi Pekerjaan

Concrete Grouting Non srinkage HWR M3

Concrete Grouting Non srinkage HWR Kg
31 Kapur M40 M3 Hasil Proses
32 Chipping M41 M3 Base Camp
33 Chipping (kg) M41 Kg Base Camp

Platone Cat Tembok/Digatex/dIl Kg

Nagaltex Cat Tembok/Sanalux Kg

Rimatex Dempul Tembok/Hommer Kg

Platone Cat Besi Kg

Multi Seal Cat Seng Kg

Cat Minyak Kg
34 Cat M42 Kg Base Camp
35 Cat Anti Karat (epoxy) M95 Kg
36 Cat Galvanis M136 Kg
37 Cat dasar beton M199 Kg
38 Cat akhir protektif beton M200 Kg
39 Cat akhir dekoratif beton M201 Kg
40 Cat dasar baja M202 Kg
41 Cat akhir protektif baja M203 M2
42 Cat dasar kayu M224 Kg
43 Cat akhir protektif kayu M225 Kg

Cat Ultra Politur Kg

Plemer Kayu Kg

Plemer Tembok Kg

Meni kayu - warna Kg

Meni besi - warna Kg

Cat tembok matex Kg

Cat tembok venilex Kg

Cat tembok catilax Kg

Residu Ltr

Minyak Cat Ltr

Dempul Kg

Amplas M1

Maxilete Cat Tembok Kg

Cat Dasar TL Kg

Pylox Btl

Minyak bekisting Ltr

Cat Dasar Kerb Kg

Cat Penutup Kerb (Hitam) Kg

Cat Penutup Kerb (Putih) Kg
44 Pemantul Cahaya (Reflector) M43 Bh. Base Camp
45 Pasir Urug M44 M3 Base Camp
46 Arbocell M45 Kg. Base Camp
47 Kawat Las M51 Dos Lokasi Pekerjaan
48 Minyak Fluks M53 Liter Base Camp
49 Bunker Oil M54 Liter Base Camp
50 Asbuton Halus M55 Ton Base Camp
51 PCI Girder L=17m M58a Buah Pelabuhan terdekat
52 PCI Girder L=21m M58b Buah Pelabuhan terdekat
53 PCI Girder L=26m M58¢c Buah Pelabuhan terdekat
54 PCI Girder L=32m M58d Buah Pelabuhan terdekat
55 PCI Girder L=36m M58e Buah Pelabuhan terdekat
56 PCI Girder L=41m M58f Buah Pelabuhan terdekat

Tiang Pancang Petak 25 x 25 cm, p = 6 m (Manual) M'

Tiang Pancang PCA 300 type A (bearing capacity 70 ton) M'

Tiang Pancang PCA 300 type AB (bearing capacity 70 ton) M'

Tiang Pancang PCA 300 type B (bearing capacity 70 ton) M'

Tiang Pancang PCA 350 type A (bearing capacity 90 ton) M'

Tiang Pancang PCA 350 type AB (bearing capacity 90 ton) M'

Tiang Pancang PCA 350 type B (bearing capacity 90 ton) M'

Tiang Pancang PCA 400 type A (bearing capacity 118 ton) M'

Tiang Pancang PCA 400 type AB (bearing capacity 118 ton) M'

Tiang Pancang PCA 400 type B (bearing capacity 118 ton) M'

Tiang Pancang PCA 450 type A (bearing capacity 143 ton) M'

Tiang Pancang PCA 450 type AB (bearing capacity 143 ton) M'

Tiang Pancang PCA 450 type B (bearing capacity 143 ton) M'

Tiang Pancang PCA 500 type A (bearing capacity 178 ton) M'

Tiang Pancang PCA 500 type AB (bearing capacity 178 ton) M'

Tiang Pancang PCA 500 type B (bearing capacity 178 ton) M'

Tiang Pancang PCA 600 type A (bearing capacity 242 ton) M'

Tiang Pancang PCA 600 type AB (bearing capacity 242 ton) M'

Tiang Pancang PCA 600 type B (bearing capacity 242 ton) M'

Additive (Tanah Semen) Kg




57 Cerucuk M61 M
58 Elastomer M62 buah
59 Bahan pengawet: kreosot M63 liter
60 Mata Kucing M64 buah
61 Anchorage M65 buah
62 Anti strpping agent M66 Kg
63 Bahan Modifikasi M67 Kg
64 Ducting (Kabel prestress) M70 M'
65 Ducting (Strand prestress) M71 M'
66 Multipleks 12 mm M73 Lbr
67 Multipleks 9 mm Lbr
68 Multipleks 6 mm Lbr
69 Triplek 3 mm Lbr
70 Triplek 4 mm Lbr
71 Triplek 6 mm Lbr
72 Elastomer jenis 1 M74a buah Base Camp
73 Elastomer jenis 2 M74b buah Base Camp
74 Elastomer jenis 3 M74c buah Base Camp
75 Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug M75d M' Base Camp
76 Expansion Join Tipe Rubber M75e M' Base Camp
77 Expansion Join Baja Siku M75f M' Base Camp
78 Marmer M76 Buah Base Camp
79 Kerb Type A M77 Buah Base Camp
80 Paving Block M78 Buah Lokasi Pekerjaan
81 Mini Timber Pile M79 Buah Lokasi Pekerjaan
82 Expansion Joint Tipe Torma M80 M' Lokasi Pekerjaan
83 Strip Bearing M81 Buah Lokasi Pekerjaan
84 Joint Socket Pile 35x35 M82 Set Lokasi Pekerjaan
85 Joint Socket Pile 16x16x16 M83 Set Lokasi Pekerjaan
86 Mikro Pile 16x16x16 M84 M' Lokasi Pekerjaan
87 Matras Concrete M85 Buah Lokasi Pekerjaan
88 Assetilline M86 Botol Lokasi Pekerjaan
89 Oxygen Mm87 Botol Lokasi Pekerjaan
90 Batu Bara M88 Kg Lokasi Pekerjaan
91 Agregat Pecah Mesin 0-5 mm M91 M3
92 Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm M92 M3
93 Agregat Pecah Mesin 20-30 mm M93 M3
94 Joint Sealent M94 Kg
95 Expansion Cap M96 Kg
96 Polytene 125 mikron M97 Kg
97 Curing Compound M98 Ltr
98 Kayu Acuan M99 Kg
99 Additive Mé7a Kg
100 Casing M100 M2
101 Pasir Tailing M101 M3 Base Camp
102 Polimer M102 Base Camp
103 Batubara M103 kg Base Camp
104 Kerb jenis 1 (type L, K-300) M104 Buah
105 Kerb jenis 2 (type I, K-300) M105 Buah
106 Kerb jenis 3 (type C, K-300) M106 Buah
107 Bahan Modifikasi M107 Kg
108 Aditif anti pengelupasan M108 Liter
109 Bahan Pengisi (Filler) Tambahan M109 Kg
110 Asbuton yang diproses M110 Kg
111 Elastomer Alam M111 Kg
112 Elastomer Sintesis M112 Kg
113 Anchorage M113 [Buah
114 - hidup M114 bh
115 - mati M115 bh
116 Kabel Prategang M116 Kg
117 - Selongsong M117 M'
118 - Baja Prategang M118 Kg
119 - Grouting M119 M2
120 Angkur Kabel Prategang, Tipe.. M120 M2
121 Angkur Kabel Prategang, Tipe M121 buah
122 Baja Profil M122 Kg
123 Baja Tulangan BJTP 24 (epoxy coated) M123 Kg
124 Epoxy coated M124 Kg
125 Cairan Perekat (Epoxy Resin) M125 Kg
126 Epoxy Bahan Penutup (sealant) M126 Kg
127 Alat Penyuntik Anti Gravitasi M127 Kg alat penyuntik epoxy
128 Polymer Mortar M128 Kg
129 Anti Korosif Baja M129 Kg
130 Acuan/multipleks M130 M3
131 Concrete Grouting M131 Kg
132 Pipa Galvanis Dia 8" M132 M
133 Pelat Baja M133 Kg
134 Baut Angkur M134 Kg
135 Pipa Aluminium M135 M'
136 Baut Mutu Tinggi M137 Buah
137 Baja Struktur Titik leleh 2500 kg/cm2 M138 Kg
138 Baja Struktur Titik leleh 2800 kg/cm2 M139 Kg
139 Baja Struktur Titik leleh 3500 kg/cm2 M140 Kg
Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa) Kg
Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa) Kg
Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa) Kg
Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 MPa untuk Tebal Pelat < 2,5 inch) Kg




Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 MPa untuk Tebal Pelat >2,5 - 4,0 inch) Kg
140 Bahan Grouting M141 Kg
141 Kayu Banio (Balok) Kelas 1 M142 Kg
142 Pelat Baja (Klem) M143 Kg
143 Timbunan/urugan Porous M144 M3
144 Bahan pengaman tebing galian (kayu) M145 M3
145 Bahan Curing M146 M2
146 Gelagar baja M147 Kg
147 Fibre jenis e-glass M148 M2
148 Bahan Geosynthetic M149 M2
149 Bahan Baja Profil M150 Kg
150 Bahan Baja Profil, Mutu BJ 32 M151 Kg
151 Bahan Baja Profil, Mutu BJ 41 M152 Kg
152 Bahan Baja Profil, Mutu BJ 52 M153 Kg
153 Petrolium jelly M154 Kg
154 Bahan anti rayap M155 Kg
155 Pelat Baja Galvanis M156 Kg
156 Baja Struktur Lantai Ortotropik M157 Kg
157 Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1 M31a Liter Base Camp
158 Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1 M31b Liter Base Camp
159 Aspal Emulsi CSS-1 (Prime Coat) Liter Base Camp
160 Aspal Emulsi CRS-1 (Teak Coat) Liter Base Camp
159 Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 1h M31c Liter Base Camp
160 Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 2h M31d Liter Base Camp
161 Serat Selulosa M158 KG mulai ganti nomor
162 Zeolit M159 KG
163 Wax M160 KG
Asbuton Pracampur KG
164 Asbuton B 5/20 M161 KG
165 CPHMA M162 Ton
166 Asbuton B 50/20 M163 KG
167 Pasir Kasar M164 M3
168 Cairan Perekat (Epoxy Resin) 2 komponen M166 Ltr
169 Semen alumina M167 Kg
170 Semen (OPC) M168 Kg
171 Pasir Kasar M134 M3
172 AK-2 (10/20) M169 M3
173 Air M170 Liter
174 Super plastiziser, maks 0,3 % Sm M171 Kg
175 curing compound (pigmen putih) M172 Ltr
176 BjTP 280 M173 Kg
177 Concrete Grouting Non srinkage HWR M174 Kg
178 Plastik membrane polyethylene 125 mikron M175 Kg
179 Mortar semen cepat mengeras (RSC) M176 Kg
180 Mortar pre-packed untuk stiching M177 Kg
181 Termoplastik (sealant tuang panas) M178 Kg
182 Backer rod 3/8 inci M165 Kg
183 Backer rod 15 mm M1
183 Backer rod 1 inci M179 M1
184 Backer rod 1 1/6 inci M1
185 Termoseting (sealant tuang dingin) M180 Kg
186 Bahan grouting tersedia jenis preformed M181 Kg
187 Plastizier' M182 Kg
188 Rapid Setting Material (Beton Semen Fast Track < 24 jam) M183 M3
189 Thermocouple M184 Buah
190 Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa) M187 Kg
191 Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa) M188 Kg
192 Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat<2,5{ M189 Kg
193 Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5{ M190 Kg
194 Casing, diameter 800 mm M191 Rp/M'
195 Bahan turap kayu tanpa pengawetan M192 M3/M'
196 Berat H Beam per m' M193
197 Strand 1/2 inci M194
198 Perancah/ formwoks M195
Scaffolding M2
199 Bahan Turap Kayu dengan pengawetan M196 M3/M'
200 Kreosot M197 Kg
Kayu Banio ( Papan ) Klas | M3
Kayu Banio ( Balok ) Klas | M3
Kayu Marsawa ( Papan ) Klas Il M3
Kayu Marsawa ( Balok ) Klas Il M3
Kayu Merantih ( Papan ) Klas IlI M3
Kayu Merantih ( Balok ) Klas IlI M3
Kayu Bekisting ( Papan ) Klas IV M3
Kayu Bekisting ( Balok ) Klas IV M3
Kayu untuk perancah Kayu Kelas IlI M3
Kayu Acuan M3
Dolken kayu galam dia. 10 cm panjang 4 m btg
Dolken kayu galam dia. 8-10 cm panjang 4 m btg
ljuk kg
Penjaga jarak bekisting / spacer bh
Crack Inducer/les profil 3 cm x 3 cm M
Batang kelapa M
201
202 FRP jenis E-glass untuk daerah kering M204 M2
203 FRP jenis E-glass untuk daerah basah M205 M2
204 FRP jenis glass untuk daerah kering M206 M2




205 FRP jenis carbon untuk daerah kering M207 M2
206 FRP jenis carbon untuk daerah basah M208 M2
207 Baja untuk pelat buhul dan pelat ganjal M209 Buah
208 Baut mutu tinggi A325 Tipe 1 diameter M25 M210 Buah
209 Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25 M211 Buah
210 Baut Biasa Grade A diameter M25 M212 Buah
211 Baut Biasa Grade B diameter M25 M213 Buah
212 Baut Biasa Grade C untuk anchor bolts diameter M25 M214 Buah
213 Elektroda Las SMAW M215 Kg
214 Elektroda Las SAW M216 Kg
215 Elektroda Las GMAW M217 Kg
216 Elektroda Las FCAW M218 Kg
217 Pasir untuk sand blasting M219 M3
218 Baja Grade 250 M220 Kg
219 Baja Grade 345 M221 Kg
220 Baja Grade 485 M222 Kg
221 Baut dan Mur M223 Buah
Dudukan, mur, baut dIl Set
Angkur mur baut dia. 16 mm buah
Klem Pipa buah
Selongsong, 1", 0,5 mm M'
Selongsong, 1 1/2", 0,5 mm M'
Selongsong, 2", 0,5 mm M'
Selongsong, 2,5", 0,5 mm M'
Selongsong, 3", 0,5 mm M'
Baut dan perlengkapannya Unit
Baut dia. 10 mm panjang 5 cm bh
Baut dia. 10 mm panjang 10 cm bh
Baut dia. 12 mm panjang 5 cm bh
Baut dia. 12 mm panjang 10 cm bh
Baut dia. 12 mm panjang 20 cm bh
Wiremesh untuk pelat Lantai Beton kg
222 Perkerasan beton fast track <8 jam M226 Kg
223 Silicon Seal M227 Kg
224 Karet Pengisi Sambungan Strip Seal M228 M'
225 Karet Pengisi Sambungan Compression Seal M229 M'
Sambungan siar muai tipe modular M230 M'
Sambungan siar muai tipe finger plate M231 M'
286 Sambungan siar muai tipe dobel siku M232 M'
287 Penutup karet neoprene M233 M'
288 Landasan logam berongga (Pot Bearing) M234 Buah
289 Landasan logam jenis Spherical M235 Buah
290 Stopper Lateral dan Horizontal M236 Buah
291 Lem PVC M237 Kg
292 Tiang sandaran baja M238 M'
293
294
295
296 Sambungan Pipa PVC M242 Buah
297 Sambungan Pipa Baja M243 Buah
298 Baja Tulangan (Furnished) M57b Kg
299 Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis M15a Kg
300 Bronjong dengan kawat dilapisi PVC M15b Kg
301 Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis pabrikasi dia. 2,7 mm bh/m3
302 Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis pabrikasi dia. 3,0 mm bh/m3
Bronjong dengan Kawat yang dilapisi PVC (Pabrikasi) dia. 2,7 mm bh/m3
BRC (90 x 240 cm) Lbr
BRC (120 x 240 cm) Lbr
303 Turap Beton M244 Kg
304 Tiang Pancang Kayu M245 M3
305 Plat sepatu tiang pancang / plat sambung M246 Kg
306 Beton strukutr bervolome besar, fc'30 MPa M247 M3
307 Beton struktur bervolume besar, fc'25 Mpa M248 M3
308 Beton strukut bervolume besar, fc'20 MPa M249 M3
309 Beton strukutr memadat sendiri, fc'30 MPa M250 M3
310 Beton struktur memadat sendiri, fc'25 Mpa M251 M3
311 Beton strukut memadat sendiri, fc'20 MPa M252 M3
312 Beton Fc' 35 MPa M253 M3
313 BjTS 280 M254 Kg
314 Asphaltic plug M255 Kg
315 Asphaltic plug Moveable M256 Kg
316 accelerator M256 Kg
317 Insulasi M257 m2
318 Anyaman Kawat Baja Dilas M258 Kg
319 Curing membrane M259 Kg
320 Sambungan siar muai tipe Karet (Preformed T-shape) M260 Kg
321 Bridging Plate PL 125 x 6 M261 Kg
322 Perletakan logam tipe fixed 150 Ton M262 Buah
Perletakan logam tipe movable 150 Ton M263 Buah
Elastomer bearing pad; (450x400x45) mm M264 Buah
Beton ¢ 10 MPa M265 M3
Marmer M266 M2
Baja Tulangan Angkur M267 Kg
BjTS 420 M268 Kg
Grauting berbahan dasar semen M269 Kg




Graut berbahan dasar Cellular Plastic M270 Kg
Tanah humus M271 M3 Lokasi Pekerjaan
Pupuk M272 Kg
Gebalan/ Rumput M273 M2 Lokasi Pekerjaan
Tanah Liat M274 M3
Rumput Vetiver Slip
Pohon Buah Lokasi Pekerjaan
Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 400 Watt M276 Buah
Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 250 Watt M277 Buah
Lampu LED 100 watt M278 Buah
Mortar M279 Kg
Paku jalan Tidak Memantul M280 Buah
Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar M281 Buah
Paku Jalan Memantul Persegi Panjang M282 Buah
Lampu LED 40 watt Bh
Kabel NYY 3 x 2,5 M
Kabel NYY 2 x 2,5 M
Tiang PJU Oktagonal Single Ornament Type Parabola, t=8 m Btg
Tiang PJU Oktagonal Single Ornament Type Parabola, t=9 m Btg
Tiang PJU Oktagonal Single Ornament Type Parabola, t=10 m Btg
Tiang PJU Oktagonal Single Ornament Type Parabola, t=11m Btg
Tiang PJU Oktagonal Single Ornament Type Parabola, t= 12 m Btg
Tiang PJU Oktagonal Single Ornament Type Parabola, t=13 m Btg
Tiang PJU Oktagonal Double Ornament Type Parabola, t=8 m Btg
Tiang PJU Oktagonal Double Ornament Type Parabola, t=9 m Btg
Tiang PJU Oktagonal Double Ornament Type Parabola, t= 10 m Btg
Tiang PJU Oktagonal Double Ornament Type Parabola, t= 11 m Btg
Tiang PJU Oktagonal Double Ornament Type Parabola, t= 12 m Btg
Tiang PJU Oktagonal Double Ornament Type Parabola, t= 13 m Btg
Tiang PJU Bulat Single Ornament Type Parabola, t =8 m Btg
Tiang PJU Bulat Single Ornament Type Parabola, t=9m Btg
Tiang PJU Bulat Single Ornament Type Parabola, t= 10 m Btg
Tiang PJU Bulat Single Ornament Type Parabola, t= 11 m Btg
Tiang PJU Bulat Single Ornament Type Parabola, t = 12 m Btg
Tiang PJU Bulat Single Ornament Type Parabola, t= 13 m Btg
Tiang PJU Bulat Double Ornament Type Parabola, t =8 m Btg
Tiang PJU Bulat Double Ornament Type Parabola, t =9 m Btg
Tiang PJU Bulat Double Ornament Type Parabola, t =10 m Btg
Tiang PJU Bulat Double Ornament Type Parabola, t=11m Btg
Tiang PJU Bulat Double Ornament Type Parabola, t =12 m Btg
Tiang PJU Bulat Double Ornament Type Parabola, t =13 m Btg
Tiang Lampu, t = 7,0 m Galvanis Oktagonal (Solar Shell) Set
Tiang Lampu Taman Octa, t=4,5m Btg
Tiang Lampu Taman 2 Pole Btg
Tiang Lampu Taman, t=4,5m 3 Pole Btg
Tiang Lampu Taman, t=4,0 m 2 Pole Btg
Tiang Lampu Taman Octagonal, t =6 m Btg
Tiang Lampu Taman Octagonal, t =6 m Btg
F6 Beton Pracetak
1 PCI Girder L=16,6 m M58a Buah
Diafragma Tepi Buah
Diafragma Tengah Buah
Plat Deck Buah
2 PCI Girder L=20,6 m M58b Buah
Diafragma Tepi Buah
Diafragma Tengah Buah
Plat Deck Buah
3 PCI Girder L=25,6 m M58c Buah
Diafragma Tepi Buah
Diafragma Tengah Buah
Plat Deck Buah
4 PCI Girder L=30,6 m M58d Buah
Diafragma Tepi Buah
Diafragma Tengah Buah
Plat Deck Buah
5 PCI Girder L=33,8 m M58e Buah
6 PCI Girder L=35,6 m M58f Buah
Diafragma Tepi Buah
Diafragma Tengah Buah
Plat Deck Buah
Kerb jenis 1 (type L, K-300) Buah
Kerb jenis 2 (type |, K-300) Buah
Kerb jenis 3 (type C, K-300) Buah
Pipa Porous diameter 4" M25 M' Lokasi Pekerjaan
Pipa Porous diameter 5" M25a M' Lokasi Pekerjaan
Pipa Porous diameter 6" M25b M' Lokasi Pekerjaan
Pipa Porous diameter 8" M25¢ M' Lokasi Pekerjaan
Pipa Galvanis Dia 1,5" M24b M'
Pipa Galvanis Dia. 1.6" M24 Batang Lokasi Pekerjaan
Pipa Galvanis Dia 2" M'
Pipa Galvanis Dia 3" M24a M'
Pipa Galvanise Dia 4" M'




Pipa Galvanise Dia 6" M275 M'

Deck Drain M239 Buah

Pipa PVC M240 M

Pipa Baja M241 M'

Pipa PVC dia 1" M

Pipa PVC dia 1 1/2" M

Pipa PVC dia 2" M

Pipa PVC dia 2 1/2" M

Pipa PVC dia 3" M

Pipa PVC dia 4" M

Pipa PVC dia 5" M

Pipa PVC dia 6" M

Pipa PVC dia 8" M

Spacer & Centralizer Bh

Patok Pengarah (Delineator PVC) Buah

Geotextile M2 Base Camp
Geotekstil Separator Kelas 1 M2 Base Camp
Geotekstil Separator Kelas 2 M2 Base Camp
Geotekstil Separator Kelas 3 M2 Base Camp
Geotekstil Stabilisator (Kelas 1) M2 Base Camp
Geomembran tebal 0,5 mm M2 Base Camp
Geomembran tebal 0,75 mm M2 Base Camp
Geomembran tebal 1 mm M2 Base Camp
Geomembran tebal 1,5 mm M2 Base Camp
Geomembran tebal 2 mm M2 Base Camp
Geotextile filter fabric for road non woven, Typar M2 Base Camp

Kertas Isolasi

Bahan tambah (Additive) jenis pengurang air. HWRA-1

Bahan tambah Super Plastisizer (SP) HWRA-2

Bahan tambah non shrinkage (tahan susut)

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, dia. 40 cm

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, dia. 60 cm

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, dia. 80 cm

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, dia. 100 cm

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, dia. 120 cm

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, dia. 150 cm

Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan dia. 20 cm

Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan dia. 25 cm

Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan dia. 30 cm

Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan dia. 40 cm

Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan dia. 60 cm

Spun Pile @30 cm Type At=6cm

Spun Pile @30 cm Type At=6cm

Spun Pile @30 cm Type Bt=6 cm

Spun Pile @30 cm Type Bt=6 cm

Spun Pile @35 cm Type At=6.5cm

Spun Pile @35 cm Type At=6.5cm

Spun Pile @35 cm Type Bt=6.5cm

Spun Pile @35 cm Type Bt=6.5cm

Spun Pile @40 cm Type At=7.5cm

Spun Pile @40 cm Type At=7.5cm

Spun Pile @40 cm Type Bt=7.5cm

Spun Pile @40 cm Type Bt=7.5cm

Spun Pile @45 cm Type At=8cm

Spun Pile @45 cm Type At=8cm

Spun Pile @45 cm Type Bt=8 cm

Spun Pile @45 cm Type Bt=8 cm

Spun Pile @50 cm Type At=9cm

Spun Pile @50 cm Type At=9cm

Spun Pile @50 cm Type Bt=9cm

Spun Pile @50 cm Type Bt=9cm

Spun Pile @60 cm Type At=10 cm

Spun Pile @60 cm Type At=10 cm

Spun Pile @60 cm Type Bt=10 cm

Spun Pile @60 cm Type Bt=10 cm

Spun Pile @60 cm Type Ct=10cm

Spun Pile @60 cm Type Ct=10cm

Kanstein K-200 Unit
Dinding Panel 240 cm x 40 cm t = 5 cm K-250 Unit
Tiang Panel 20 cm x 20 cm x 370 cm K-250 Unit
Paving Block 30 cm x 30 cm x 6 cm Unit
Paving Block 20 cm x 20 cm x 10 cm Unit
Paving Block 20 cm x 10 cm x 8 cm Unit
Paving Block, t = 8 cm (K.250) M2
Paving Block, t = 8 cm (K.300) M2
Paving Block, t = 8 cm (K.350) M2
Ubin Pemandu M2
Bata Ringant=11cm Unit
Bata Ringant=10 cm Unit
Bata Ringant=7,5cm Unit
Glass Block t =8 cm Unit
Barrier Type A Unit
Barrier Type B Unit




Semen Grouting (Sika Grout 215) Kg
Semen Patching Kg
Semen Grouting Kg
Kapur M3
Tyfo S Priming Kg
Tyfo SEH51A M2
Tyfo SCH41 M2
Bonding Agent M198 Ltr
Latex Kg
Box Culvert 40 cm x 40 cm x 100 cm t = 15 cm K-350 unit
Box Culvert 50 cm x 50 cm x 100 cmt = 15 cm K-350 unit
Box Culvert 60 cm x 60 cm x 100 cm t = 15 cm K-350 unit
Box Culvert 80 cm x 80 cm x 100 cmt =20 cm K-350 unit
Box Culvert 100 cm x 100 cm x 100 cm t = 23 cm K-350 unit
Box Culvert 120 cm x 120 cm x 100 cm t = 25 cm K-350 unit
Box Culvert 140 cmx 140 cm x 100 cmt=....... cm K-350 unit
Box Culvert 150 cm x 150 cm x 100 cm t = 25 cm K-350 unit
Box Culvert 160 cm x 160 cm x 100 cm t = cm K-350 unit
Box Culvert 180 cmx 180 cm x 100 cmt = ....... cm K-350 unit
Box Culvert 200 cm x 200 cm x 100 cm t = 20 cm K-350 unit
Box Beton Pracetak 5.0 x3.0x1,2m, fc' Mpa Buah
U-Ditch 60 x 60 x 100 cm t = 10 cm K-350 unit
U-Ditch 60 x 80 x 100 cm t = 10 cm K-300 unit
U-Ditch 80 x 80 x 100 cm t = 10 cm K-300 unit
U-Ditch 100 x 100 x 100 cm t = 15 cm K-300 unit
Sheet Pile Type W-325-At=325cmp=6s/d 15m M1 tebal =11 cm
Sheet Pile Type W-325-At=325cmp=6s/d 15 m M1 tebal =12 cm
Sheet Pile Type W-350-At=325cmp=6s/d 15m M1 tebal =11 cm
Sheet Pile Type W-350-At=325cmp=6s/d 15m M1 tebal =12 cm
Sheet Pile Baja Kg
Mini Pile 20 x 20 cm Type A p = 3 s/d.12 m, K 400 m
Mini Pile 25 x 25 cm Type A p = 3 s/d.12 m, K 400 m
Square Pile 30 x 30 cm Type A p = 6 s/d 12 m K-500 m
Square Pile 30 x 30 cm Type A p = 6 s/d 12 m K-500 m
Square Pile 35 x 35 cm Type A p = 6 s/d 12 m K-500 m
Square Pile 35 x 35 cm Type A p = 6 s/d 12 m K-500 m
Square Pile 40 x 40 cm Type A p = 6 s/d 12 m K-500 m
Square Pile 40 x 40 cm Type A p = 6 s/d 12 m K-500 m
Square Pile 45 x 45 cm Type A p = 6 s/d 12 m K-500 m
Square Pile 45 x 45 cm Type A p = 6 s/d 12 m K-500 m
Square Pile 50 x 50 cm Type A p = 6 s/d 12 m K-500 m
Square Pile 50 x 50 cm Type A p = 6 s/d 12 m K-500 m
Batu Bata / merah bakar kelas | Buah
Batu Bata / merah bakar biasa Buah
Batu Bata / merah bakar kelas Il Buah
Bata Ringan 20 x 60 x 10 cm Buah
Bata Ringan 20 x 60 x 7,5 cm Buah




Analisa El - 2322

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK o SR
NAMA PAKET : Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin-Kurai Taji (P.028)

PROP / KAB / KODYA . Prov. Sumatera Barat / Kab. Padang Pariaman
ITEM PEMBAYARAN NO. :

JENIS PEKERJAAN

SATUAN PEMBAYARAN

PERKIRAAN G JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN | KUANTITAS A N HARGA

vg.) (Rp.)

A. TENAGA

/éub 1 aga 0.00

B. MATERIAL

- X Sub Total Material -

c. PERALATAN e

Sub Total Peralatan 0.00
I I I
D JUMKAH H NAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C) 0.00
E. OYERH OFI}Y/ 10.0 % x D 0.00
F. PERERJAAN (D +E) 0.00
Note: 1 erdasarkan atas jam operasi unfuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.



SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 01 Padang Telp. (0751) 7051700, 7051756 Fax (0751) 7051783
http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id — email : bmcktr@sumbarprov.com
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PROGRAM - PENYELENGGARAAN JALAN
SUB PEKERJAAN - PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS JALAN PROVINSI
LOKAS| © REHABILITASI JALAN PROVINSI DI RUAS SICINCIN-KURAI TAJI (P.
TAHUN ANGGARAN 12024
Diperiksa Oleh,
Ketua Tim
TOMMY PRIMA PUTRA, S.T.M.T.

NIP. 19860915 201001 1 012

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran
(KP.

ADRATUS SETIAWAN, S.T.,M.T.
NIP. 19710818 200604 1 007

028)

Padang, Februari 2024

Dibuat Oleh,
Konsultan Individu

Disetujui Oleh,
Pejabat PembtayKomitmen
(PPK)

WELLY KVIT AS.T.,M.T.

NIP. 19850514 201801 2 004




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TIM TEKNIS SURVEY PEKERJAAN MENDESAK DAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN PROPINSI BENCANA ALAM BIDANG KEBINAMARGAAN SHOP DRAWING
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, NAMA PAKET : REHABILITASI JALAN PROVINSI DI RUAS SICINCIN - KURAI TAJI (P.028) Diperiksa Olgb— Digambar Olep:
dan TATA RUANG LOKASI : KAB. PADANG PARIAMAN JUDUL GAVIBAR
JL. TAMAN SISWA NO. 01 PADANG TELP.0751-7051700 / 7051758 TA . 2024 oMM F A PUTRST T \BASRILlS T SKALA
_IP. 19860915 201001 1 0’12 Kofsuita IFIdi;/i TAHUN 2024
¥F—Bahu Jalan Badan Jalan Bahu Jalan—
1.00 5.00 1.00
RUMAH WARGA

RUMAH WARGA

Beton fc' 15 Mpa, t = 15/cm Beton fc' 15 Mpa, t=15cm

Timbunan Pilihan, t =10 cm

AC-BC, t = Variasi
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II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1.

Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau
tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi,
dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian
pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama
yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan
kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui
terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah daftar
kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan
kuantitas/keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya
dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan
bagian dari penawaran.

Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang
dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk
mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan
pelaksanaan pekerjaan.

Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan
pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan
oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak
langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP
adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu
satuan tertentu.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu
yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, dan
disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di
luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, schingga kewajiban
yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi.

Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan
bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan
setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO
adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-



1.20

1.21

masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung
jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak
adalah  keseluruhan dokumen yang mengatur
hubungan hukum antara Pejabat Penandatangan
Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa
konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah
Kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga
satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan
Anggaran  pada  Kementerian/Lembaga  yang
bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD
yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
perangkat daerah.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak
ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan.

Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia,
terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran
yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya
minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai
pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang
nilai bobotnya terbesar.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang
menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan
yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi
tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara
kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan
utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara
teknis.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara.



1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan
kembali suatu bangunan.

Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalam
suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang
memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan
terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan
konstruksi dan  secara langsung  menunjang
terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai
peruntukannya  sebagaimana  tercantum  dalam
rancangan kontrak.

Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.

Pengawas Pekerjaan adalah tim pendukung/badan
usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak yang bertugas untuk
mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian/Lembaga/perangkat daerah.

Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pemilik atau
pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa
Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, atau PPK.

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan Kontrak.

Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga
teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada
organisasi pelaksanaan pekerjaan.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan
kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan
mengikuti  Pengadaan Barang/Jasa di  seluruh
Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.

Subkontraktor adalah Penyedia yang mengadakan
perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung
jawab  Kontrak, untuk melaksanakan sebagian
pekerjaan (subkontrak).

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah
jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia.

Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat
SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak kepada Penyedia untuk
memulai melaksanakan pekerjaan.



2. Penerapan

3. Bahasa dan Hukum

4. Korespondensi

5. Wakil Sah Para Pihak

1.34

1.35

1.36

1.37

Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan
pada SPMK yang diterbitkan oleh  Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk memulai melaksanakan
pekerjaan.

Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal
serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional
Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah
Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal
serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand
Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah
Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang
bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi
atau analis, dan operator.

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih
tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3.1
3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.

Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail
dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak
yang tercantum dalam SSKK.

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah
diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung
kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika
disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili
ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan
untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan
atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak
ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia
hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para
Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali
untuk melakukan perubahan kontrak.

Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat
Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan
kepada masing-masing pihak.

Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk
menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak,
maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi
kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan,
Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian



6. Larangan Korupsi, 6.1

Kolusi dan/atau

Nepotisme,

Penyalahgunaan

Wewenang serta

Penipuan
6.2
6.3
6.4
6.5

7. Asal Material/Bahan 7.1

7.2

sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat Penandatangan
Kontrak.

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah,
para pihak dilarang untuk :

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan
berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya
untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui
atau patut dapat diduga berkaitan dengan
pengadaan ini;

b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
dan/atau

c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak
benar dokumen dan/atau keterangan lain yang
disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan
Kontrak ini.

Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan
termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO)
dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak
akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1
di atas.

Penyedia  yang  menurut  penilaian  Pejabat
Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-
larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi
administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
sebagai berikut:

a. pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;

c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan

d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam
korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan
yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan
komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak.

Asal material/bahan merupakan tempat
material/bahan  diperoleh, antara lain tempat
material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.



8. Pembukuan

9. Perpajakan

10. Pengalihan Seluruh
Kontrak

11. Pengabaian

12. Penyedia Mandiri

13. KSO

14. Pengawasan
Pelaksanaan Pekerjaan

15. Tugas dan Wewenang
Pengawas Pekerjaan

7.3  Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan
pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan
perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan
yang akurat dan sistematis sechubungan dengan pelaksanaan
pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja
Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar
semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan
Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah
termasuk dalam Harga Kontrak.

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan
dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai
akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.

10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak
diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana
diatur dalam pasal 44.2.

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka
pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-
menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi
pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain.
Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara
tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang
melakukan pengabaian.

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh
terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika
ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut
dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap  Pejabat
Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini.

14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan Pengawas
Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan
pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat
berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak
(Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan
(Konsultan Pengawas).

14.2 Dalam  melaksanakan  kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam
SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat bertindak sebagai
Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.

15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan
dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk
pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara
harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas



16. Penemuan-penemuan

17. Akses ke Lokasi Kerja

15.2

15.3

15.4

15.5

17.1

Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan
terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak
tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga di dalam
Kontrak maka Penyedia berkewajiban  untuk
menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan
sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan
tidak berkeberatan (zo objection) untuk dilaksanakan
dari Pengawas Pekerjaan.

Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan
sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung
jawabnya sesuai Kontrak.

Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan
wewenang paling sedikit meliputi:

a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu
pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana
konstruksi;

b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan
pekerjaan;

c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan
dalam Kontrak;

d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan
konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;

e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak
memenuhi persyaratan;

f.  bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan
Pekerjaan ~ Konstruksi  sesuai  tugas  dan
tanggungjawabnya;

g. memberikan laporan secara periodik kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak.

Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan
wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal
15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau
persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua
perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan
kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dan kepada pihak yang
berwenang semua penemuan benda/barang yang
mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di
lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-
undangan dikuasai oleh negara.

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat
Penandatangan  Kontrak, @ Wakil = Sah  Pejabat
Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau



17.2

17.3

17.4

pihak yang mendapat izin dari Pejabat Penandatangan
Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana
pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan

ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia

harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari
kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau
akibat personel Penyedia, maka:

a. Penyedia harus bertanggung jawab  atas
pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat
penggunaan jalur akses;

b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk
sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan
yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait
untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;

c. biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya
jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus
ditanggung Penyedia; dan

d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung
jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat
penggunaan jalur akses.

Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses
tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari
biaya umum (overhead) dalam Penawaran Penyedia,
maka  Pejabat Penandatangan  Kontrak  dapat
mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses
tersebut di dalam Harga Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung
jawab atas klaim yang mungkin timbul selain
penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja 19.1
dan personel

19.2

19.3

19.4

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan
Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban
Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi.

Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan
lapangan bersama oleh para pihak.

Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk
menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan
Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan
lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk
melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada
Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.

Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam
Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.

Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan
hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi



20. Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK)

21. Rencana Mutu
Pekerjaan Konstruksi
(RMPK)

19.5

19.6

20.1

20.2

Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan
dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang
selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat
menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia
untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk
melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu
hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa
Kompensasi.

Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. bukti sertifikat kompetensi:

1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi;
atau

2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;

b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam huruf b dilaksanakan dengan menghadirkan
personel yang bersangkutan;

c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang
ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun
anggaran,

d. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau
analis yang belum Dbersertifikat pada saat
pelaksanaan pekerjaan; dan

e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang
konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang,
membahas paling sedikit terkait jumlah peserta,
durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti
sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak
meminta Penyedia untuk mengganti personel yang
memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka
waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari
kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.

Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan
dan Tanggal Mulai Kerja.

Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan
menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan
pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat



22. Rencana Keselamatan
Konstruksi (RKK)

23. Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak

21.2

21.3

21.4
21.5

21.6

22.1

22.2

22.3
22.4

22.5

22.6

23.1

persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan
disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

RMPK disusun paling sedikit berisi:

a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method
Statement);

b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection
and Test Plan (ITP);

c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.

Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan
pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai
mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan
ini.

RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK
jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa
Kompensasi.

Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan
dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan,
termasuk perubahan terhadap wurutan pekerjaan.
Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan
Pejabat Penandatangan Kontrak.

Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap
RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual
Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan
menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK
dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan
pelaksanaan RKK secara konsisten.

RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK
sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan
maka dituangkan dalam adendum Kontrak.

Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap
pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban
kontraktual Penyedia.

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak
diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan
pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama
dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur
pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat
persiapan pelaksanaan kontrak.



24. Mobilisasi

23.2

23.3

23.4

24.1

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat

persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

a. Penerapan SMKK:

1) RKK;

2) RMPK;

3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan

4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL)
(apabila ada);

Rencana Kerja;

c. organisasi kerja;

d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
termasuk permohonan persetujuan memulai
pekerjaan;

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian
tentang metode kerja yang memperhatikan
Keselamatan Konstruksi; dan

f. Subkontrak yang akan melaksanakan bagian
pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan daftar
pekerjaan yang disubkontrakkan dan
subkontraktor dalam syarat-syarat khusus kontrak

1) Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan
klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang
disubkontrakkan dan kesesuaian subklasifikasi
SBU  subpenyedia jasa  spesialis yang
dinominasikan; dan/atau

2) Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama,
maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian
pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian
kualifikasi usaha, dan kesesuaian
lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha
kualifikasi kecil yang dinominasikan.

Dalam hal dalam klarifikasi ditemukan ketidak
sesuaian, Penyedia wajib mengganti subkontraktor
dan/atau bagian pekerjaan yang di subkontrakkan
dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.

<. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan
dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan
kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak,
PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

Mobilisasi  paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan



25. Pengukuran /
Pemeriksaan Bersama

26. Penggunaan Produksi
Dalam Negeri

24.2

24.3

24.4

25.1

25.2

25.3

26.1

26.2

26.3

dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,

yaitu :

a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang
diperlukan  dalam  pelaksanaan  pekerjaan,
termasuk instalasi alat;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah,
gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan
sebagainya; dan/atau

c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan
mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan
dimensi kendaraan.

Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan
bersama-sama dengan Penyedia melakukan
pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi
lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata
pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan
Utama (Mutual Check 0%).

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita
Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan
bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja
Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti
ketentuan pasal 67 dan 68.

Dalam  pelaksanaan  pekerjaan  ini, Penyedia
berkewajiban ~ mengutamakan  material/  bahan
produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia
untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai
dengan yang disampaikan pada saat penawaran.

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku,
Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang
digunakan mengacu kepada dokumen:

a. formulir penyampaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat
preferensi harga; dan

b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang
diimpor.

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan
ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2,
maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.



B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan

28. Penundaan Oleh
Pegawas Pekerjaan

29. Rapat Pemantauan

30. Peringatan Dini

27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

Kecuali Kontrak diputuskan untuk dilaksanakan lebih
awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta
menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa
Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.

Apabila  Penyedia  berpendapat  tidak  dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan
karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan
demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak,
dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat
Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi
dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan
tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.

Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan
bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi
atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
Penyedia dikenakan denda.

Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan
(secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan
bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.

Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan.

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis
Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap
perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari
Pejabat Penandatangan Kontrak.

29.1

29.2

29.3

30.1

Pengawas  Pekerjaan  atau  Penyedia  dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta
satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat
pemantauan  diselenggarakan untuk membahas
perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa
pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh
Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan
rekamannya diserahkan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan,
Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam
rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis
kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini
mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau
kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu
pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda
penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat



31. Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
dan Kontrak Kritis

30.2

31.1

31.2

31.3

memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara
tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi
tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa
Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera
mungkin disampaikan oleh Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan
Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi
dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan
sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak
harus memberikan peringatan secara tertulis atau
memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

Kontrak dinyatakan kritis apabila:

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% -
70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara
realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih
besar 10%

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% -
100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara
realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih
besar 5%;

c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% -
100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara
realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana
pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui
tahun anggaran berjalan.

Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat
pembuktian (show cause meeting/SCM)

a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat
Penandatangan Kontrak berdasarkan laporan dari
Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan
secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya
Pejabat Penandatangan Kontrak menyelenggarakan
Rapat Pembuktian (SCM) Tahap 1.

b. Dalam SCM Tahap 1, Pejabat Penandatangan
Kontrak, Pengawas Pekerjaan  dan Penyedia
membahas dan menyepakati besaran kemajuan
fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam
periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.

c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama,
maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan
Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus
diselenggarakan SCM Tahap Il yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus
dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji
coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara
SCM Tahap IL

d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka
Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat
Peringatan  Kontrak Kritis II dan harus
diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas



32. Pemberian Kesempatan

32.1

32.1

dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang
harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu
(uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap III.

e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka
Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat
Penandatangan  Kontrak  dapat melakukan
pemutusan Kontrak secara sepihak dengan
mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

f.  Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan
pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis
lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan
pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun
Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan
kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan
sebagai berikut:

1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender.

2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan
sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih
belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat:

a) Memberikan kesempatan kedua untuk
penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka
waktu sesuai kebutuhan; atau

b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal
Penyedia dinilai tidak akan sanggup
menyelesaikan pekerjaannya.

3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan
angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum
kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan
sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia
dan perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan (apabila ada).



B.3 Penyelesaian Kontrak
33. Serah Terima Pekerjaan

32.2

33.1

33.2

33.3

33.4

4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui
tahun anggaran.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan
dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta
pengenaan sanksi administratif dalam hal antara
lain:

1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;

2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak
dapat ditunda; atau

3) Penyedia menyatakan tidak sanggup
menyelesaikan pekerjaan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum
Kontrak yang didalamnya mengatur:

a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian
pekerjaan;

b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada
Penyedia;

c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan;
dan

d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa
pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun
Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran
berikutnya, apabila pemberian kesempatan
melampaui Tahun Anggaran.

Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai,
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama
pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan
dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.

Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap
kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi
yang tercantum dalam Kontrak.

Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas
Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan
tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia



33.5

33.6

33.7

33.8

33.9

33.10

33.11

33.12

33.13

33.14

untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan
pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil
pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara
Serah Terima Pertama Pekerjaan.

Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh
lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5%
(lima persen) merupakan retensi selama masa
pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar
100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia
harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%
(lima persen) dari Harga Kontrak.

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama
Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada
saat penyerahan pertama pekerjaan.

Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan
permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk
pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan
dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa
Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.

Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir
pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima
pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan
Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan
(dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil
pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia
telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa
Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan
pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar
atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban
pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak
dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana
diatur dalam pasal 44.3.

Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima
Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.



34. Pengambilalihan

35. Gambar As-builf dan
Pedoman Pengoperasian
dan Perawatan /
Pemeliharaan

B.4 Adendum
36. Perubahan Kontrak

33.15

33.16

33.17

33.18

33.19

Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian
pekerjaan  (secara parsial) yang ketentuannya
ditetapkan dalam SSKK.

Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima
pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:

a. Dbagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama
lain; dan

b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu
sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara
parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan
kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.

Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah
terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan
(PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa
Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir
sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian
pekerjaan  (PHO parsial) dituangkan dalam Berita
Acara.

Pejabat Penandatangan Kontrak akan mengambil alih lokasi
dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah
dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35.1

35.2

36.1
36.2

36.3

Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak Gambar As-builf dan
pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan
sesuai dengan SSKK.

Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak berhak menahan uang retensi
atau Jaminan Pemeliharaan.

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.

Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila
disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa
hal berikut meliputi:

a. perubahan pekerjaan;

b. perubahan Harga Kontrak;

c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau
Masa Pelaksanaan;

d. perubahan personel manajerial dan/atau peralatan
utama; dan/atau

e. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah
administrasi.

Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan



37. Perubahan Pekerjaan

38. Perubahan Harga

36.4

37.1

37.2

37.3

37.4

37.5

37.6

38.1

38.2

dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti
kelayakan perubahan kontrak.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan

pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau

spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen

Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama

Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang

meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang
tercantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi  jenis
kegiatan/pekerjaan;

c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar
pekerjaan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan

seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada

perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan

Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama

Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang

meliputi:

a. menambah dan/atau mengurangi  jenis
kegiatan/pekerjaan;

b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar
pekerjaan; dan/atau

c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat

Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia

kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan

harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang

tercantum dalam Kontrak awal.

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara
sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan
penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak
dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga
Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari
harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan
tersedianya anggaran.

Ketentuan pasal 37.1 huruf a tidak berlaku untuk
bagian pekerjaan lumsum.

Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:

a. perubahan pekerjaan;

b. penyesuaian harga; dan/atau

c. Peristiwa Kompensasi.

Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan
dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan
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lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal,
maka pembayaran volume selanjutnya dengan
menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan
negosiasi.

Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga
satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut
hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas
pekerjaan  tambahan digunakan harga satuan
berdasarkan hasil negosiasi.

Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk
kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan
dalam Lampiran A SSKK.

Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka
penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi.

Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga
adalah sebagai berikut:

a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat
berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak
Tahun Jamak dengan yang Masa Pelaksanaannya
lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

¢) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai
bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan
pekerjaan;

d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen
keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cos?)
dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum
dalam penawaran;

e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam
Kontrak awal/adendum Kontrak;

f) penyesuaian harga satuan bagi komponen
pekerjaan yang berasal dari luar negeri,
menggunakan indeks penyesuaian harga dari
negara asal barang tersebut;

) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru
sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat
diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13
(tiga Dbelas) sejak adendum Kontrak tersebut
ditandatangani;

h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia
adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan
realisasi pekerjaan;

i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya
diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan
indeks harga pada saat pelaksanaan.

Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur
dalam SSKK.
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Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi
mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

Ketentuan pasal 38.1 huruf b tidak berlaku untuk
bagian pekerjaan lumsum.

Ketentuan pasal 38.2 dan 38.3 hanya berlaku untuk
bagian pekerjaan harga satuan.

Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat
diakibatkan oleh:

a. perubahan pekerjaan;
b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
c. Peristiwa Kompensasi.

Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan
yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
c. Keadaan Kahar.

Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang
sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat
Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada
pasal 39.2 huruf a atau b

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui
perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah
melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang
diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai
pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta
perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan
peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat
bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera
mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat
dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa
Pelaksanaan.

Pejabat ~ Penandatangan  Kontrak  berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan
ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.

Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam
Adendum Kontrak.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka
Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa
Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat
Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa
Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum
Kontrak.



40.1 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa
Personel Manajerial :
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan
dengan baik;
b. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

40. Perubahan personel maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
manajerial dan/atau pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut
peralatan utama meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari

kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

40.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa
Peralatan Utama :

a. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi
peralatan; dan/atau

b. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban
dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan

pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut

meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari

kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan

Kontrak.

40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia
berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan
kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja
konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa
biaya tambahan apapun.

40.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui
penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan
setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan
Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam
adendum kontrak.

40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat
perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan
Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana
alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan,
kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan
industri lainnya.
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Tidak termasuk Kedaan Kahar adalah hal-hal
merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.

Dalam  hal terjadi keadaan kahar, Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia
memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar
kepada salah satu pihak secara tertulis dengan
ketentuan :

a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender sejak menyadari atau seharusnya
menyadari atas kejadian atau terjadinya
Keadaan Kahar;

b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan

c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan
kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau
akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi
yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah
diverifikasi kebenarannya.

Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan
dapat berupa:

a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
b. Kurva S pekerjaan; dan
¢. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).

Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pengawas
Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap
penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti
serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada
pasal 41.4 dan pasal 41.5

Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah
satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang
ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera
janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai
pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah
hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap
pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau
akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan
pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan
karena Keadaan Kahar dapat bersifat

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila
akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;

b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya
pekerjaan.
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c. Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak
pada bagian Pekerjaan; dan/atau

d. Seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak
terhadap keseluruhan Pekerjaan;

Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai
pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan
penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam
perubahan Rencana Kerja penyedia

Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh
pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena
Keadaan Kahar, maka:

a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar
berakhir; atau

b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat
Keadaan Kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10
dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan
penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum
kontrak

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak
dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa
Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya
sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat
Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat
melewati Tahun Anggaran.

Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis
kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan
pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak
dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai
dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja
dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus
diatur dalam suatu adendum Kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen,
para pihak melakukan pengakhiran Pekerjaan,
Pengakhiran Kontrak, dan menyelesaikan hak dan
kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau
kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah
dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau
berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan
Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

42. Penghentian Kontrak

43, Pemutusan Kontrak

43.1

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia.
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44. Pemutusan Kontrak oleh 44.1

Pejabat Penandatangan
Kontrak

Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu
memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke
pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi
kecuali telah ada putusan pidana.

Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali
pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian
atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik,
dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat
pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya
14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat
Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara
tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan
Kontrak.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah
satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak
membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus
dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak
milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan
Kontrak apabila:

a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan
yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur,
dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan
sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang
diputuskan oleh pengadilan;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam
sebelum penandatanganan Kontrak;

Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya
Jaminan Pelaksanaan;

g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan
Kontrak, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun
diberikan kesempatan untuk menyelesaikan
pekerjaan;
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i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
setelah diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan;

j.  Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28

(dua puluh delapan) hari kalender dan
penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal
pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan
pengawas pekerjaan; atau

k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan
dikarenakan pergantian nama Penyedia.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa
Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan
sebelum pemutusan kontrak;

b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan
(apabila diberikan);

c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa
Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk
tidak mengembalikan retensi atau terlebih dahulu
mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum
pemutusan kontrak untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan; dan

b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi
atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk
membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat
Penandatangan  Kontrak  wajib  menyetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2
dan pasal 44.4 disertai dengan:

a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan
kontrak; dan

b. dokumen pendukung.

Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal
44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan
dalam SSKK.

45. Pemutusan Kontrak oleh Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan
pemutusan Kontrak apabila:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui Pengawas
Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda
pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh
kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut

Penyedia



46. Pengakhiran Pekerjaan

47. Berakhirnya Kontrak

48. Peninggalan

tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran
tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK.

46.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan
dalam hal terjadi

a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan
oleh kesalahan para pihak;

b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat
keadaan kahar; atau

c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan
dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari
kontrak.

47.1. Pengakhiran  pelaksanaan  Kontrak  dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihak

47.2. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran
pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang
terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

47.3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait
dengan pembayaran yang secharusnya dilakukan akibat
dari pelaksanaan kontrak.

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan
sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah
pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia,
dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak  tanpa  kewajiban  perawatan/pemeliharaan.
Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh
Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan
kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban
Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak,

meliputi :

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Kontrak;

b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan

prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Kontrak;



50. Penggunaan Dokumen-
Dokumen Kontrak dan
Informasi

51. Hak Kekayaan
Intelektual

52. Penanggungan Risiko

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;

d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan
pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan
dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan
menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan,
angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang
dirinci dalam Kontrak;

f.  memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan
untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat
Penandatangan Kontrak;

g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam
rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang
berada di tempat kerja maupun masyarakat dan
lingkungan sekitar yang berhubungan dengan
pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja
konstruksi dan proses produksi;

h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang
sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam
Kontrak ini;

i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup
pekerjaan ditentukan di SSKK.

Penyedia  tidak  diperkenankan  menggunakan dan
menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya
yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak
lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar,
serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali
dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak
dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang
disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual oleh Penyedia.

52.1 Penyedia  berkewajiban untuk  melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat
Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap
semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak
beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian
berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan
dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :



53. Perlindungan Tenaga
Kerja

52.2

52.3

52.4

53.1

53.2

53.3

53.4

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta
benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan
tenaga kerja konstruksi;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja
konstruksi,

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan
cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko
kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan
dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan
Kontrak.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia
tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam
pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak
mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih
biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan
atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan
sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau
diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri
jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian Penyedia.

Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya
sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja
Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BP]S) Ketenagakerjaan serta melunasi
kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk
mematuhi peraturan keselamatan Kkonstruksi. Pada
waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta
Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca
dan memahami peraturan keselamatan konstruksi
tersebut.

Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada
setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga
Kerja  Konstruksi  Subkontraktor, jika ada)
perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan
memadai.

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang
berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan
yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak
ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah
kejadian.



54. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah
Lingkungan yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam
maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan
lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya
sechubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55. Asuransi 55.1

55.2
55.3

56. Tindakan Penyedia yang 56.1
Mensyaratkan
Persetujuan Pejabat
Penandatangan Kontrak
atau Pengawas
Pekerjaan

56.2

56.3

57. Laporan Hasil Pekerjaan 57.1

Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi
sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/ peralatan yang
mempunyai risiko tinggi terhadap:

a. terjadinya  kecelakaan konstruksi dalam
pelaksanaan pekerjaan atas:
1) segala risiko terhadap kecelakaan;
2) kerusakan akibat kecelakaan.
b. kehilangan; dan/atau
c. risiko lain yang tidak dapat diduga.

Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak
ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih

dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan

Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan

berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang
belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;

b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya
tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;

c. mengubah atau memutakhirkan dokumen
penerapan SMKK;

d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih
dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan
sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. melaksanakan  setiap  tahapan  pekerjaan
berdasarkan Rencana Kerja dan metode kerja;
mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;

c. mengubah  Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama;

d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2
huruf d dituangkan dalam SSKK

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau
kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran
hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.



58. Kepemilikan Dokumen

59. Kerjasama Antara
Penyedia dan
Subkontraktor

57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan
pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan
laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan
realisasi pekerjaan harian.

57.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi
pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap
macam tugasnya;

c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan
peristiwa alam lainnya yang berpengaruh
terhadap kelancaran pekerjaan; dan

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan
pelaksanaan pekerjaan.

57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan
harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam
periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan
mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan
dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang
perlu ditonjolkan.

57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai
kebutuhan.

57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia,
diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan,
dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang
dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini
sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan
Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau
penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk
menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut
beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan
tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika
ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak
tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus
memperhatikan:

a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar



59.2

59.3

59.4

59.5

rupiah), jenis  pekerjaan  yang  wajib
disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen
pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam
dokumen persiapan pengadaan; dan

b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan
yaitu:

1) Sebagian pekerjaan utama yang
disubkontrakkan kepada penyedia jasa
spesialis, dengan ketentuan:

a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;

b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a) sesuai dengan subklasifikasi
SBU;

2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan
utama kepada sub penyedia jasa usaha
kualifikasi kecil dengan ketentuan:

a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;

b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a) tidak  mensyaratkan

subklasifikasi SBU.
3) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha
Papua mengikuti tender pekerjaan

konstruksi yang diperuntukkan bagi
percepatan pembangunan kesejahteraan di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,
apabila Pelaku Usaha tersebut tidak
melakukan KSO dengan Pelaku Usaha
Papua maka harus melakukan subkontrak
kepada Pelaku Usaha Papua;

4) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha
Papua mengikuti tender pekerjaan
konstruksi yang diperuntukkan bagi
percepatan pembangunan kesejahteraan di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
dengan nilai pagu anggaran di atas Rp
25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah), maka peserta selain mengikuti
ketentuan pada angka 3) juga wajib
mengikuti ketentuan pada angka 1) atau 2).

Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

Subkontraktor dilarang mengalihkan atau
mensubkontrakkan pekerjaan.

Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan
pekerjaan kepada pihak lain.

Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama
dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan
sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang



60. Penyedia Lain

61. Alih
Pengalaman/Keahlian

62. Pembayaran Denda

63. Jaminan

disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan
dalam Lampiran A SSKK.

59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang
Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh
diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat
Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam
adendum Kontrak.

59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan
Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan
Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak.

59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana
diatur pada pasal 59.4 atau maka akan dikenakan
denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan
tersebut.

Penyedia  berkewajiban untuk bekerja sama dan
menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-
sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak
lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang
perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan
jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan
nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih
pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja
praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi
pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial
berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji
terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini.
Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda dengan
memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung
jawab kontraktual Penyedia.

63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak
ini dapat berupa bank garansi atau surefy bond.
Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan,
dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
perintah pencairan dari Pejabat Penandatangan
Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak diterima.

63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah
ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)

63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang
Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:



63.4

63.5

63.6

63.7

63.8

63.9

63.10

63.11

63.12

a. Diterbitkan oleh:

1) Bank Umum;

2) Perusahaan Asuransi,

3) Perusahaan Penjaminan; atau

4) Lembaga  keuangan  khusus  yang
menjalankan usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan  asuransi  untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia;

b. Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/
mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).

Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak setelah diterbitkannya Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum
dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:

a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau

b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga
penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah
80% (delapan puluh persen) nilai HPS.

Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang

sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai

dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

(Provisional Hand Over/PHO).

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan
dinyatakan selesai dan diganti dengan Jaminan
Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5%
(lima persen) dari Harga Kontrak.

Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dalam rangka pengambilan
uang muka yang besarannya paling kurang sama
dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang
diterima.

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang
sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka
sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan (PHO).

Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan
selesai.

Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa
Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan
baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang
sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai



dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final
Hand Over/FHO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

64. Hak dan Kewajiban
Pejabat Penandatangan
Kontrak

65. Fasilitas

66. Peristiwa Kompensasi

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi :

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia;

b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak.

d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada
Penyedia;

e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan

f.  menilai kinerja Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan fasilitas
berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika
ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan ini.

66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada

Penyedia yaitu:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal
pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan
pekerjaan;

b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan
gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi
sesuai jadwal yang dibutuhkan;

d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal
dalam kontrak;

e. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan
kepada pihak Penyedia untuk melakukan
pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan
pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
penundaan pelaksanaan pekerjaan;

g. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat
diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak
disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
atau

h. ketentuan lain dalam SSKK.

66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan
penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan



E.

F.

67. Tenaga Kerja Konstruksi

68. Personel Manajerial
dan/atau Peralatan
Utama

69. Harga Kontrak

66.3

66.4

66.5

67.1

67.2

68.1

638.2

638.3

69.1

69.2

Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi
dan/atau  memberikan  perpanjangan  Masa
Pelaksanaan.

Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat
dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat
dibuktikan kerugian nyata.

Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat
dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal
atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa
Kompensasi.

TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada
pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi
kerja.

Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial
yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan
belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka
Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan
sertifikat  kompetensi  kerja  sepanjang Masa
Pelaksanaan.

Personel Manajerial yang ditempatkan dan
diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum
dalam Lampiran A SSKK.

Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan
untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang
laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam
Lampiran A SSKK.

Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga
kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak, Personel Manajerial
dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga
kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak
sebesar Harga Kontrak.

Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :



70. Pembayaran

69.3

69.4

70.1

oo

d.

beban pajak;

keuntungan dan biaya tidak langsung;
biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
biaya penerapan SMKK.

Harga Kontrak bagian pekerjaan harga satuan sesuai
dengan rincian yang tercantum dalam Daftar
Kuantitas dan Harga dan Harga Kontrak bagian
pekerjaan lumsum sesuai dengan Daftar Keluaran
dan Harga.

Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran
yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Uang Muka

a.

Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi
peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran
uang tanda  jadi kepada pemasok
bahan/material dan/atau untuk persiapan
teknis lain.

Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha
Kecil, serta Koperasi:

1) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai sampai dengan paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) diberikan uang muka paling rendah
50% (Ilima puluh persen);

2) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit
di atasRp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah) dapat diberikan uang muka
paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan

3) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit
di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah)sampai dengan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah) diberikan uang muka
paling tinggi 30% (tiga puluh persen).

Besaran uang muka untuk nilai pagu
anggaran/kontrak lebih dari
Rp15.000.000.000,00 (lima Dbelas miliar
rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 20%

(dua puluh persen).

Besaran uang muka untuk Kontrak tahun jamak
diberikan Uang muka paling tinggi 15% (lima
belas persen) dari nilai Kontrak.

Untuk usaha non kecil, uang muka dapat
diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen)
dari Harga Kontrak.

Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan
dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan



Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka
yang diterima.

Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia
harus mengajukan permohonan pengambilan
uang muka secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana
penggunaan uang muka untuk melaksanakan
pekerjaan  sesuai Kontrak dan rencana
pengembaliannya.

Pejabat  Penandatangan  Kontrak  harus
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) untuk
permohonan tersebut pada huruf f, paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan
Uang Muka diterima.

Pengembalian uang muka harus diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional pada
setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling
lambat harus lunas pada saat pekerjaan selesai.

70.2  Prestasi pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati
dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak,
dengan ketentuan:

a.

b.

Penyedia telah mengajukan tagihan disertai
laporan kemajuan hasil pekerjaan;

pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi
kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan
diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang
sudah terpasang;

pembayaran dilakukan dengan sistem termin
yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK;

pembayaran harus memperhitungkan:

1) angsuran uang muka;

2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi
bagian permanen dari hasil pekerjaan yang
akan diserahterimakan (material on sife)
yang sudah dibayar sebelumnya;

3) denda (apabila ada);

4) pajak; dan/atau

5) wuang retensi.

untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak,
permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti
pembayaran kepada seluruh Subkontraktor
sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran
kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi



pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh
Subkontraktor  tanpa  harus  menunggu
pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat
Penandatangan Kontrak;

pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah
Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia;

Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun
waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan
permintaan pembayaran dari Penyedia diterima
harus sudah mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan
Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan

apabila  terdapat ketidaksesuaian  dalam
perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat
Penandatangan  Kontrak dapat meminta
Penyedia untuk menyampaikan perhitungan
prestasi sementara dengan mengesampingkan
hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 Mafterial on Site

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari
hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

a.

b.

bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian
permanen dari hasil pekerjaan

bahan dan/atau peralatan yang belum
dilakukan uji fungsi (commisioning), serta
merupakan bagian dari pekerjaan utama harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana

tercantum dalam Kontrak dan
perubahannya;

(2) memiliki  sertifikat uji mutu dari
pabrikan/produsen;

(3) bersertifikat garansi dari produsen/agen
resmi yang ditunjuk oleh produsen;

(4) disetujui oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang
diterima;

(5) dilarang dipindahkan dari area lokasi
pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan
oleh pihak manapun; dan

(6) keamanan penyimpanan dan  risiko
kerusakan  sebelum  diserahterimakan
secara satu kesatuan fungsi merupakan
tanggung jawab Penyedia.

sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak

diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan
dibuat/dirakit oleh Penyedia;



besaran yang akan dibayarkan dari material on
site (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga
Satuan Pekerjaan (HSP);

ketentuan bahan dan/atau peralatan yang
menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan
harga satuan.

besaran nilai pembayaran dan jenis material on
sife dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

a.

Denda merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda
keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan
pekerjaan, denda  keterlambatan  dalam
perbaikan  Cacat Mutu, denda terkait
pelanggaran ketentuan subkontrak.

Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya
cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti
rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan.

Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan
kepada Penyedia atas keterlambatan
penyelesaian pekerjaan adalah:

1) 1%o (satu perseribu) dari harga bagian
Kontrak yang tercantum dalam Kontrak
(sebelum PPN); atau

2) 1%o (satu perseribu) dari Harga Kontrak
(sebelum PPN);

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

Besaran denda cacat mutu sebesar 1%o (satu
perseribu) per hari keterlambatan perbaikan
dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang
ditemukan cacat mutu.

Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar
nilai pekerjaan subkontrak yang
disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa
Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atas keterlambatan
pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai
tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan
tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu
menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang
telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
Pembayaran denda dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran prestasi
pekerjaan.

Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah
Harga Kontrak setelah dituangkan dalam
adendum kontrak.



71. Hari Kerja

72. Perhitungan Akhir

73. Penangguhan

71.1

71.2

71.3

71.4

71.5

72.1

72.2

73.1

i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah
mengajukan tagihan disertai perhitungan dan
data-data.

Orang hari standar atau satu hari orang bekerja
adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam
kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.

Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan
apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara
ketentuan peraturan perundang-undangan
dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja
normal, kecuali:

a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan
izin; atau

c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana
Penyedia harus segera memberitahukan urgensi
pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan
dan Pejabat Penandatangan Kontrak.

Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya
disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-
masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja
efektif dan jam kerja normal harus mengikuti
ketentuan Menteri yang membidangi
ketenagakerjaan.

Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif
dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh
Pengawas Pekerjaan.

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir
dilakukan setelah dan berita acara serah terima
pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua
pihak.

Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas
Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir
yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas
Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP
untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan
dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan
diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
menangguhkan pembayaran setiap angsuran
prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau
lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk



G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan
Pemeriksaan

75. Penilaian Pekerjaan
Sementara oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak

76. Pemeriksaan dan
Pengujian Cacat Mutu

penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan.

73.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis
memberitahukan  kepada  Penyedia  tentang
penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-
alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut.
Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki
dalam jangka waktu tertentu.

73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan
dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak, penangguhan  pembayaran  akibat
keterlambatan  penyerahan  pekerjaan  dapat
dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda
kepada Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan
pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada
pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia.

75.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam Masa
Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian
sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh
Penyedia.

75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap
mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

76.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas
Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan
memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap
Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan
Kontrak  atau  Pengawas  Pekerjaan  dapat
memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan
mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil
pekerjaan  yang  dianggap  oleh  Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan
mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung
jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa
Kontrak.

76.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas
Pekerjaan =~ memerintahkan  Penyedia  untuk
melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak
tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan
hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka
Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya
pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya
Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai
Peristiwa Kompensasi.



77. Perbaikan Cacat Mutu

77.1

77.2

77.3

77.4

77.5

77.6

77.7

77.8

Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas
Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan
Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia
bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa
Kontrak.

Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut,
Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat
Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan.

Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat
Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung
atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan
tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim
Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis
berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan
tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memperoleh penggantian biaya dengan memotong
pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo
(jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan
Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya
penggantian akan diperhitungkan sebagai utang
Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
yang telah jatuh tempo.

Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak selama masa pelaksanaan
maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu
tersebut dan Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat
mutu tersebut selesai diperbaiki.

Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan
maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu
tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan
mengenakan denda keterlambatan untuk setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat
mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus
kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.

Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan
perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan
dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal
jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui
Masa Pemeliharaan.



78. Kegagalan Bangunan

78.1

78.2

78.3

78.4

78.5

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian
Perselisihan/Sengketa

79.1

79.2

Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan
Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum
dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)
tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama
pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang
ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang
dari 10 (sepuluh) tahun.

Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggungjawab
atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka
waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

Penyedia  berkewajiban  untuk  melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat
Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap
semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak
beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan
atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak)
schubungan dengan klaim kehilangan atau
kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau
kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan
bangunan.

Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia
berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara
semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan
pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun.

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguh menyelesaikan secara damai semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan
dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau
setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip
dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana
dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai
suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan
atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui
tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.



80. Itikad Baik

79.3

79.4

80.1

80.2

Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian
perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan
melalui:

a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
b. dewan sengketa konstruksi; atau
c. Pengadilan.

Pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam
SSKK.

Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa
untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka
nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan
ditetapkan oleh para pihak sebelum
penandatanganan kontrak.

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling
percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang
terdapat dalam Kontrak.

Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian
dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan
masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah
satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan
tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan
tersebut.



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal
dalam Ketentuan Data
SSUK
418&4.2 Korespondensi | Alamat Para Pihak sebagai berikut :
Satuan Kerja KPA : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Ruang Prov. Sumbar
Nama : JONNY MUSLIM, ST., MT PPTK/PPKom
Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas
Sicincin-Kurai Taji (P.028)
Alamat : Jalan Taman Siswa No. 1 Padang
Website : www.sumbarprov.go.id
E-mail : pdeisb@sumbarprov.go.id
Faksimili :(0751) 7051783
Penyedia s [diisi nama
badém usaha/nama KSOJ
Nama [diisi nama
yang ttd surat perjanjian]
Alamat [diisi alamat
Penyedza/
E-mail o [diisi email
Penyedza/
Faksimili s [diisi nomor
fakszmz]z Penyedial
42&5.1 Wakil Sah Para Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :
Pihak Untuk Pengguna Jasa :
Nama ... [diisi nama yang difunjuk menjadi Wakil
Sah Pengguna jasal Berdasarkan Surat
Keputusan Pengguna jasa ...... nomor .....
tanggal ....... [diisi nomor dan fanggal SK
pengangkatan Wakil Sah Pengguna Jasal
Untuk Penyedia :
Nama [diisi nama yang
dzfunjuk menjadi Wakil Sah Penyedial
Berdasarkan Suraf Keputusan ........... nomor
....... tanggal ........ [diisi nomor dan tanggal SK
pengangkatan Wakil Sah Penyedia/
6.3.b & | Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
6.3.c Jaminan
44.4 &
44.6
27.1 Masa Pelaksanaan | Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperkirakan selama 90
(Sembilan Puluh Hari).
27.4 Masa Pelaksanaan | Masa Pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan diberlakukan
untuk Serah sebagai berikut :
Terima Sebagian | a. Pekerjaan Efektif dan Struktur
Pekerjaan (Secara (PemeliharanBerkala/Rekonstruksi/Rehabilitasi/Pelebar an
Parsial) Jalan /Peningkatan/Pembangunan) pada saat Pekerjaan Efektif
dan Struktur tersebut selesai dilaksanakan.
b. Pekerjaan Rutin diserahterimakan pada saat semua pekerjaan
Rutin selesai dilaksanakan.
33.8 Masa Pemeliharaan Jalan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
Pemeliharaan berikut :

a. Pemeliharaan Pekerjaan dilakukan pada pekerjaan Efektif dan
Struktur (Pemeliharaan
Berkala/Rekonstruksi/Rehabilitasi/Pelebaran
Jalan/Peningkatan/Pembangunan)




b. Masa Pemeliharaan berlaku selamal80 (Seratus Delapan
Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (PHO) secara total

33.19 Serah Terima Serahterima sebagian pekerjaan diberlakukan yaitu ketika
Sebagian Pekerjaan Efektif telah selesai dilaksanakan.

Pekerjaan

33.22 Masa Tidak Diberlakukan
Pemeliharaan
untuk Serah
Terima Sebagian
Pekerjaan (Secara
Parsial)

35.1 Gambar As Built | Gambar “ As built “ dan/ atau pedoma pengoperasian dan
dan Pedoman perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14
Pengoperasian (Empat Belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama
dan Perawatan/ Pekerjaan.

Pemeliharaan

38.7 Penyesuaian Penyesuaian harga tidak diberikan
Harga

45.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
Tagihan Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7

(Tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan
dokumen penunjang yang tidak dipersilisihkan diterima oleh
Pengguna Jasa
49.(i) Hak Kewajiban Hak dan kewajiban Penyedia :
Penyedia Tidak ada

56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan
Penyedia yang Pengguna Jasa adalah Tidak ada
Mensyaratkan
Persetujuan
Pengguna Jasa

56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan
Penyedia yang Pengawas Pekerjaan adalah tidak ada
Mensyaratkan
Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan

58 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan
Dokumen piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan
pembatasan sebagai berikut :
Untuk Penelitian/Riset Sefelah Mendapat Persefujuan Terfulis Dari
Pengguna Jasa
65 Fasilitas Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupat : tidak ada
66.1.(h) Peristiwa Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada
Kompensasi Penyedia Tidak ada
70.1.(e) Besaran Uang Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (Dua Puluh

Muka

persen) dari Harga Kontrak.




70.2.(d) Pembayaran Pembayaran Prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Bulanan
Prestasi Pekerjaan
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran prestasi pekerjaan :
1. Monthly Certificate,
2. Back Up Data Quantity dan Quality,
3. Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan,
4. Request dan Shop Drawing untuk Pekerjaan, Berita Acara
Pembayaran, Kwitansi yang terisi dan bermeterai, dan
5. Dokumen Foto Foto Pekerjaan pada saat 0%; 50% dan
100%, harus bertanggal, nama ruas dan lokasi STA/KM
70.3.(e) Pembayaran Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau
Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama
Peralatan (material on site), ditetapkan sebagai berikut:
Tidak ditetapkan
70.4.(c) Denda akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari
Keterlambatan keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari sebagian
pekerjaan (sebelum PPN) dengan syarat sebagai berikut :
a. Denda diberlakukan terhadap nilai kontrak apabila Pekerjaan
Efekfif dan Struktur tidak dapat diselesaikan Penyedia Jasa
dalam waktu yang sudah ditentukan yaitu 120 (seratus dua
puluh) hari kalender
b. Pengenaan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada
perpres no 16 tahun 2021 pasal 78 ayat 5f ditetapkan oleh
PPK dalam kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak
atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
78.2 Umur Konstruksi | a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama
dan 5 (Lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
Pertanggungan b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan
terhadap selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir
Kegagalan Pekerjaan.
Bangunan
79.4 Penyelesaian Dalam hal musyarawah untuk mufakat tidak tercapai, maka para
Perselisihan / pihak sepakat menyelesaikan perselisihan / sengketa melalui:
Sengketa

LPS (Lembaga Penyelesaian Sengketa) LKPP (Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)




I. SURAT PERJANJIAN

| CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
........................ [diisi nama paket pekerjaan]
NOMOY & c.eeveveeieeieenns [diisi nomor Kontrak/

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat
dan ditandatangani di ........... pada hari .......... tanggal ....... bulan ................. tahun
.............. [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruft], berdasarkan Surat Penetapan
Pemenang Nomor....... tanggal ....... , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ) Nomor ....... tangeal ....... , [jika kontrak tahun jamak ditambahkan suraft
persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menfteri Keuangan (untuk
sumber dana APBN) Nomor ..... tanggal..... perihal .....”], antara:

Nama N [nama PA/KPA/PPK]

NIP D e [NIP/

Jabatan D e [sesuai SK Pengangkatan/

Berkedudukan di N [alamat Satuan Kerjal
yang bertindak untuk dan atas nama e [diisi nama
Kementerian/Lembaga/Perangkat Dacrah/ berdasarkan Surat Keputusan .......
Nomor ....... tanggal ....... tentang ....... [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika

ditandatangani oleh PPK diftambahkan suraft tugas dari PA/KPA/ selanjutnya disebut
“Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan:

Nama D i [nama wakil Penyedial
Jabatan D [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di L i [alamat Penyedial
Akta Notaris Nomor D e [sesuai akta notaris]
Tanggal D e [tanggal penerbitan aktal
Notaris D i [nama notaris penerbif aktal
yang bertindak untuk dan atas nama .............. [nama badan usahal selanjutnya

disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang — Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



(a)

(b)

©

(D)

©

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;

Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam
Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi ............ [diisi nama paket pekerjaan/
sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut
“Pekerjaan Konstruksi”;

Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki
keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta
telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki
kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang
diwakili,

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
sechubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua
fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini
bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan

Konstruksi ............. [diisi nama paket pekerjaan/ dengan syarat dan ketentuan sebagai
berikut.
Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

3.

dst.

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut
sesuai dengan dokumen identifikasi kebutfuhan dalam Renstral

(D

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam



Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. ........... e
ditulis dalam huruf ........ ) dengan kode akun kegiatan .......... ;

(2) Kontrak ini dibiayai dari ........... [diisi sumber pembiayaannyal,
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : .............
atas nama Penyedia : ............... .

[Catatan : untuk konfrak tahun jamak agar dicanfumkan rincian pendanaan untuk
masing-masing Tahun Anggarannyal
Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila
ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga,
Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta
lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor,
personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan
Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti:
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,
jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak,
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam
dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

adendum Kontrak (apabila ada);

Surat Perjanjian;

Surat Penawaran;,

Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Syarat-Syarat Umum Kontrak;

spesifikasi teknis dan gambar;

Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil

negosiasi apabila ada negosiasi); dan

h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila
ada koreksi aritmatik);

S N

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung
sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan selama .......... (... dalam huruf ...) hari
kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung
sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ......... (.....dalam huruf.....) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat
untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan
Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik
Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan
meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak,
rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.



Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Penyedia ............. [diisi nama badan Pejabat Penandatangan Kontrak
usahal [diisi sesuai SK Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli  [fanda tangan dan cap (jika salinan asli

ini untuk Pejabat Penandatangan ini untuk Penyedia maka rekatkan
Kontrak maka rekatkan mefterai mefterai Rp10.000,00)]
Rp10.000,00)]
nama lengka
[nama lengkap] NIF. / ........... g .. D/ .....

[jabatan]



CONTOH 2 - PENYEDIA KSO

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
........................ [diisi nama paket pekerjaan]
NOMOT : ... [diisi nomor Konfrak/

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan
ditandatangani di ........... pada hari .......... tanggal ....... bulan ................ tahun .............
[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang
Nomor....... tangeal ....... , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB]) Nomor .......
tanggal ....... , [jika kontrak tahun jamak difambahkan suraf persefujuan pejabat yang
berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor .....
tanggal ..... perihal .....”], antara:

Nama N [nama PA/KPA/PPK]/

NIP Do [NIP/

Jabatan D e [sesuai SK Pengangkatan/

Berkedudukan di L e [alamat Satuan Kerja/
yang bertindak untuk dan atas nama’ ... /diisi nama Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah] berdasarkan Surat Keputusan ....... Nomor ....... tanggal ....... tentang ....... [SK

pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan suraf fugas dari
PA/KPA] selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan :

Nama D e [nama wakil KSO/
Jabatan D e [sesuai suraf perjanjian KSO/
Berkedudukan di P [alamat wakil KSOJ
yang bertindak untuk dan atas nama ..................... [nama badan usaha KSO/ sebagai badan

usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

Lo e [nama Penyedia 1];
2. e [nama Penyedia 2],
3. dst.

yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua
kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak sebagaimana diatur dalam Kontrak ini
berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor ................ tanggal ...........
selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang —

Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

") Disesuikan dengan nama K/L/PD



(@)

(b)

©

(d)

©

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 2
tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;

Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak
ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ]) untuk melaksanakan
Pekerjaan Konstruksi ............ [diisi nama paket pekerjaan/ sebagaimana diterangkan
dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;

Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian
profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui
untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak ini;

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili,

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
schubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat
dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi .............
[diisi nama paket pekerjaan/ dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:



[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai
dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstral

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan
total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar

Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. ........... (v ditulis dalam
huruf........ ) dengan kode akun kegiatan .......... ;

(2) Kontrak ini dibiayai dari ........... [diisi sumber pembiayaannyal,

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. atas

nama Penyedia : ............... .

[Catatan: untuk konfrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-
masing Tahun Anggarannya/

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat
Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat
Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A
(daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan
utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-~
gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal
Pelaksanaan  Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan
dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang
lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

adendum Kontrak (apabila ada);

Surat Perjanjian;

Surat Penawaran;

Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Syarat-Syarat Umum Kontrak;

spesifikasi teknis dan gambar; dan

Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi

apabila ada negosiasi);

h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada
koreksi aritmatik);

® e a0 T

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak
Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan selama .......... (... dalam huruf ...) hari kalender;



(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan selama ......... (......dalam huruf.....) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam
2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama

Penyedia ............. [diisi nama KSOJ Pejapat Penandatangan Kontrak .............
[diisi sesuai SK Pengangkatan/

[tanda tangan dan cap (jika salinan asliini 10 120 gan dan cap (jika salinan asli ini

unfuk Pejabat Penandatangan Kontrak untuk Penyedia maka rekatkan meterai
maka rekatkan meterai Rp10.000,00)] Rp10.000,00)]
[nama lengkap] [nama lengkap]

[jabatan] NIP. oo
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